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ABSTRAK	 Tulisan	ini	menganalisis	bahwa	perjanjian	perkawinan	merupakan	instrumen	hukum	yang	memiliki	

posisi	 sentral	 dalam	 hukum	 keluarga	 Indonesia,	 berfungsi	 sebagai	 eksepsi	 legal	 terhadap	 rezim	
harta	 bersama	 yang	 berlaku	 secara	 default	 (bawaan)	 dalam	 perkawinan,	 dan	 keberadaannya	
merupakan	 manifestasi	 dari	 asas	 kebebasan	 berkontrak	 (Pasal	 1338	 KUHPerdata).	 Secara	
konseptual,	 perjanjian	 ini	 adalah	 kesepakatan	 tertulis	 mengenai	 pengaturan	 harta	 kekayaan	
sebelum	atau	selama	perkawinan,	yang	kini	diperluas	legalitasnya	mencakup	Perjanjian	Pascanikah	
melalui	Putusan	MK	No.	69/PUU-XIII/2015,	guna	menjawab	kebutuhan	masyarakat	modern	akan	
penataan	aset	dan	mitigasi	risiko	ekonomi,	seperti	utang	dan	bisnis.	Untuk	memperoleh	kekuatan	
mengikat,	 terutama	 terhadap	 pihak	 ketiga,	 perjanjian	 harus	 dibuat	 dalam	 bentuk	 akta	 otentik	
notaris	dan	wajib	didaftarkan	pada	kantor	pencatatan	perkawinan.	Secara	normatif,	perjanjian	ini	
wajib	tunduk	pada	tiga	asas	utama:	Kebebasan	Berkontrak	(yang	tidak	boleh	melanggar	ketertiban	
umum	dan	kesusilaan),	Konsensualisme	(menjamin	persetujuan	bebas	dan	setara),	serta	Kepatutan	
dan	Keadilan	yang	bertindak	sebagai	filter	substantif	untuk	mencegah	klausul	yang	tidak	adil	atau	
menghilangkan	 hak-hak	 dasar	 pasangan,	 sehingga	 Perjanjian	 Perkawinan	 berfungsi	 sebagai	
mekanisme	 protektif	 yang	 vital	 untuk	 menjamin	 kepastian	 dan	 ketertiban	 hukum	 aset	 rumah	
tangga. 
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Pengaturan	 yuridis	 mengenai	 perjanjian	

perkawinan	 (marital	 agreement)	 merupakan	
instrumen	 fundamental	 dalam	 sistem	 hukum	
keluarga	 di	 Indonesia	 karena	 berfungsi	
mengatur	secara	jelas	struktur	kepemilikan	dan	
pengelolaan	 harta	 kekayaan	 antara	 suami	 dan	
istri.	 Instrumen	 ini	 tidak	 hanya	 menentukan	
batas-batas	 kewenangan	masing-masing	 pihak	
dalam	mengurus	harta	bersama	maupun	harta	
bawaan,	 tetapi	 juga	 menjadi	 mekanisme	
perlindungan	 hukum	 untuk	 menjaga	
kepentingan	 ekonomi	 para	 pihak,	 baik	 selama	
berlangsungnya	 perkawinan	 maupun	 apabila	
terjadi	perceraian	atau	peristiwa	hukum	lainnya	
(Firmansyah	 et	 al.	 2025).	 Dengan	 demikian,	
perjanjian	perkawinan	berperan	penting	dalam	
menjamin	 kepastian	 hukum,	 mencegah	
sengketa,	serta	menguatkan	prinsip	kesetaraan	
dalam	relasi	perkawinan.	

Perjanjian	 perkawinan	 (marital	
agreement)	 merupakan	 sebuah	 akta	 otentik		
yang	 berfungsi	 sebagai	 manifestasi	 dari	 asas	

kebebasan	 berkontrak	 dalam	 konteks	 hukum	
keluarga,	 di	 mana	 calon	 suami	 dan	 istri,	 atau	
pasangan	yang	telah	terikat	perkawinan,	secara	
sadar	 dan	 sukarela	 menetapkan	 harta	 serta	
kondisi	 spesifik	 lainnya	 yang	 mengikat	 secara	
yuridis	demi	memastikan	kepastian	hukum	atas	
harta	 kekayaan	 mereka	 	 (Naufal,	 2023).		
Instrumen	 ini	 krusial	 karena	 secara	 langsung	
mendeterminasi	 status	 hukum	 aset-aset	 yang	
dimiliki,	 baik	 yang	diperoleh	 sebelum	maupun	
selama	perkawinan,	sehingga	menjadi	proteksi	
fundamental	 terhadap	 hak-hak	 ekonomi	
masing-masing	 pihak	 dan	 berfungsi	 sebagai	
mekanisme	 preventif	 terhadap	 sengketa	 harta	
bersama	yang	mungkin	timbul	di	kemudian	hari,	
sejalan	dengan	amanat	yang	terkandung	dalam	
Pasal	 29	 UU	 No.	 1	 Tahun	 1974	 tentang	
Perkawinan	 (UU	 Perkawinan)	 yang	 telah	
diperkuat	 oleh	 yurisprudensi	 Mahkamah	
Konstitusi.	

UU	 Perkawinan	 membatasi	 secara	 ketat	
pengaturan	 perjanjian	 perkawinan	 (marital	
agreement),	 di	 mana	 Pasal	 29	 ayat	 (1)	 secara	
eksplisit	 hanya	 memperbolehkan	 perjanjian	
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tersebut	 dibuat	 sebelum	 perkawinan	
dilangsungkan,	 yang	 secara	 efektif	 membatasi	
instrumen	ini	pada	model	perjanjian	pra-nikah.	
Pembatasan	 waktu	 ini	 mengakibatkan	 suami-
istri	 tidak	memiliki	 kewenangan	yuridis	 untuk	
membuat	 atau	mengubah	 ketentuan	mengenai	
pemisahan	 atau	 pengaturan	 harta	 kekayaan	
mereka	setelah	perkawinan	berjalan,	memutus	
fleksibilitas	pengaturan	finansial	rumah	tangga	
(Maulida,	2023).		

Pembatasan	 tersebut	 menimbulkan	
berbagai	 persoalan	 dalam	 praktik,	 terutama	
terkait	dinamika	sosial	ekonomi	 rumah	 tangga	
yang	 kerap	berubah	 setelah	 suatu	perkawinan	
berlangsung.	 Banyak	 pasangan	 menghadapi	
situasi	 di	 mana	 kebutuhan	 untuk	 mengatur	
ulang	 struktur	 harta	 kekayaan,	 pemisahan	
harta,	 serta	 pengelolaan	 aset	 baru	 muncul	
setelah	 beberapa	 tahun	 menjalani	 kehidupan	
perkawinan	 (Oman	 Sukmana	 et	 al.	 2025).	
Ketentuan	 yang	 membatasi	 pembuatan	
perjanjian	hanya	sebelum	perkawinan	akhirnya	
dipandang	tidak	memberikan	ruang	pengaturan	
yang	fleksibel	serta	tidak	mencerminkan	prinsip	
keadilan	 substantif	 bagi	 para	 pihak.	 Selain	 itu,	
pembatasan	 tersebut	 memunculkan	 hambatan	
administratif,	 khususnya	 bagi	 warga	 negara	
Indonesia	yang	menikah	dengan	warga	negara	
asing	 (perkawinan	 campuran),	 yang	
membutuhkan	 pengaturan	 pemisahan	 harta	
untuk	 memenuhi	 syarat	 kepemilikan	 properti	
sesuai	hukum	agraria	(Sri	Windani	et	al.	2025).	

Perubahan	 paradigma	 hukum	 terjadi	
secara	 monumental	 setelah	 lahirnya	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 69/PUU-
XIII/2015	yang	menguji	konstitusionalitas	Pasal	
29	 UU	 Perkawinan.	 Dalam	 putusan	 tersebut,	
Mahkamah	Konstitusi	menyatakan	bahwa	frasa	
“pada	 waktu	 atau	 sebelum	 perkawinan	
dilangsungkan”	bertentangan	dengan	UUD	NRI	
Tahun	 1945	 sepanjang	 dimaknai	 membatasi	
pembuatan	 perjanjian	 hanya	 pada	 waktu	
sebelum	perkawinan.	

MK	 menegaskan	 bahwa	 perjanjian	
perkawinan	dapat	dibuat,	diubah,	atau	dicabut	
selama	ikatan	perkawinan	berlangsung,	asalkan	
tidak	 bertentangan	 dengan	 prinsip	 hukum,	
agama,	dan	kesusilaan.	Putusan	ini	memberikan	
perluasan	 tafsir	 hukum	 yang	 signifikan	
terhadap	 perlindungan	 hak-hak	 konstitusional	
suami-istri	 dalam	 menentukan	 bentuk	 dan	
pengaturan	harta	kekayaan	mereka.	

Putusan	 MK	 tersebut	 mengukuhkan	
kedudukan	 perjanjian	 perkawinan	 sebagai	

instrumen	 yang	 sah	 dalam	 sistem	 hukum	
Indonesia	 (Dwinopianti,	 2017).	 Perubahan	 ini	
bukan	 hanya	 memberikan	 fleksibilitas	 bagi	
pasangan	 suami-istri	 dalam	 mengatur	 aspek-
aspek	 ekonomi	 rumah	 tangga,	 tetapi	 juga	
mencerminkan	prinsip	freedom	of	contract	dan	
otonomi	privat	dalam	konteks	hukum	keluarga.	
Dengan	 demikian,	 suami-istri	 memperoleh	
ruang	 untuk	 menyesuaikan	 pengaturan	 harta	
kekayaan	sesuai	kondisi	aktual	dan	kebutuhan	
yang	 berkembang	 sepanjang	 kehidupan	
perkawinan,	 yang	 sebelumnya	 tidak	 mungkin	
dilakukan	di	bawah	rezim	interpretasi	lama.	

Isu	 krusial	 yang	muncul	 dari	 perubahan	
regulasi	 ini	 adalah	 implikasi	 hukum	 terhadap	
konsep	 harta	 bersama	 sebagaimana	 dikenal	
dalam	 UU	 Perkawinan	 dan	 Kompilasi	 Hukum	
Islam	 (KHI).	 Dalam	 konstruksi	 hukum	 positif,	
harta	bersama	merupakan	harta	yang	diperoleh	
selama	perkawinan	dan	dikuasai	bersama	oleh	
suami	 dan	 istri	 tanpa	 memandang	 siapa	 yang	
mencarinya.	 Kehadiran	 perjanjian	 perkawinan	
terutama	 postnuptial	 agreement	 dapat	
mengatur	pemisahan	harta	yang	membelok	dari	
konsep	 harta	 bersama	 tersebut.	 (Fauzan	 dan	
Salam,	2024)	Hal	 ini	menimbulkan	perdebatan	
mengenai	batasan	yang	diperbolehkan,	potensi	
benturan	dengan	prinsip	kesetaraan	hak,	serta	
bagaimana	 pengadilan	 harus	 menafsirkan	
perjanjian	 yang	 dibuat	 setelah	 bertahun-tahun	
perkawinan	berjalan.	

Selain	 itu,	 perlu	 digarisbawahi	 bahwa	
penguatan	 instrumen	 postnuptial	 agreement	
juga	berkaitan	dengan	agenda	 lebih	 luas,	 yaitu	
pemberdayaan	 dan	 kemandirian	 ekonomi	
perempuan	 dalam	 rumah	 tangga.	 Perempuan	
sering	 kali	 berada	 dalam	 posisi	 ekonomi	 yang	
lebih	 rentan	 akibat	 ketergantungan	 finansial	
pada	suami	dan	ketimpangan	relasi	kuasa	dalam	
rumah	 tangga	 (Aulia	 Raden	 dan	 Ummu	
Fauziyyah	 Syafruddin,	 2025).	 Dengan	
diperbolehkannya	 pembuatan	 perjanjian	
selama	perkawinan,	perempuan	memiliki	ruang	
hukum	 yang	 lebih	 besar	 untuk	 mengatur	
pemisahan	 harta,	 melindungi	 aset	 pribadi,	
mengelola	usaha	mandiri,	dan	mencegah	risiko	
kehilangan	 harta	 akibat	 tindakan	 suami	 yang	
merugikan,	seperti	utang	atau	investasi	berisiko	
tinggi	 (Sandra,	 2024).	 Dengan	 demikian,	
perkembangan	 hukum	 ini	 berpotensi	 menjadi	
instrumen	 strategis	 bagi	 negara	 dalam	
memperkuat	 perlindungan	 hak	 ekonomi	
perempuan	 sebagai	 bagian	 dari	 komitmen	
terhadap	 prinsip	 kesetaraan	 gender	 dan	
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keadilan	dalam	keluarga.	
Secara	 keseluruhan,	 perubahan	 yang	

dihasilkan	 oleh	 Putusan	 MK	 telah	 membuka	
babak	 baru	 dalam	 hukum	 keluarga	 Indonesia.	
Meski	 demikian,	 implementasinya	 memerlukan	
kejelasan	 interpretasi	 yuridis,	 pedoman	 teknis,	
serta	sinkronisasi	dengan	regulasi	lain	agar	tidak	
menimbulkan	 ketidakpastian	 hukum	 dalam	
praktik.	 Oleh	 karena	 itu,	 kajian	 mendalam	
mengenai	 implikasi	 postnuptial	 agreement	
terhadap	 konsep	 harta	 bersama	 dan	
perlindungan	 ekonomi	 perempuan	 menjadi	
sangat	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	
perkembangan	 hukum	 ini	 membawa	 manfaat	
substantif	dan	tidak	menimbulkan	permasalahan	
baru	dalam	kehidupan	keluarga	di	Indonesia.	

	

	
Penelitian	 ini	 disusun	 dengan	

menggunakan	jenis	penelitian	normatif-yuridis,	
yaitu	 penelitian	 yang	 berfokus	 pada	 kajian	
terhadap	 norma	 dan	 kaidah	 hukum	 yang	
tertuang	dalam	berbagai	peraturan	perundang-
undangan	 serta	 doktrin	 para	 ahli	 (Suyanto,	
2022).	 Seluruh	 proses	 analisis	 dilakukan	
melalui	 studi	 kepustakaan	 dengan	 menelaah	
berbagai	sumber	hukum	yang	relevan,	sehingga	
penelitian	 ini	 menitikberatkan	 pada	
pengembangan	 argumentasi	 hukum	
berdasarkan	ketentuan	normatif	dan	teori-teori	
hukum	 yang	 berlaku	 (Sukmawan	 dan	
Damayanti,	2025).	

Dalam	 pelaksanaannya,	 penelitian	 ini	
menggunakan	 beberapa	 pendekatan.	 Pertama,	
pendekatan	 perundang-undangan	 (statute	
approach)	digunakan	untuk	mengkaji	ketentuan	
mengenai	 perjanjian	 perkawinan	 sebagaimana	
terdapat	dalam	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	
1974	 tentang	 Perkawinan	 beserta	
perubahannya,	 Kompilasi	 Hukum	 Islam,	 Kitab	
Undang-Undang	Hukum	Perdata,	 dan	berbagai	
putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 yang	
berhubungan	 dengan	 isu	 tersebut.	 Kedua,	
penelitian	 ini	 juga	 menggunakan	 pendekatan	
konseptual	 (conceptual	 approach)	 untuk	
memahami	 konsep-konsep	 dasar	 seperti	
marital	 agreement,	 harta	 bersama,	 harta	
bawaan,	serta	asas	kebebasan	berkontrak,	yang	
menjadi	 kerangka	 analisis	 terhadap	 perjanjian	
perkawinan	dalam	hukum	keluarga	Indonesia.	

Sumber	 hukum	 yang	 digunakan	 dalam	
penelitian	 ini	 terdiri	 atas	 bahan	 hukum	 primer	
dan	 sekunder.	 Bahan	 hukum	 primer	 mencakup	

peraturan	 perundang-undangan	 dan	 putusan	
pengadilan	 yang	menjadi	 dasar	 analisis,	 seperti	
UU	 Perkawinan,	 KHI,	 KUHPerdata,	 dan	 putusan	
Mahkamah	 Konstitusi.	 Sementara	 itu,	 bahan	
hukum	 sekunder	 meliputi	 literatur	 hukum	
berupa	buku,	 jurnal	 ilmiah,	hasil	penelitian,	dan	
pendapat	para	ahli	yang	memberikan	penjelasan	
dan	 interpretasi	 terhadap	 materi	 yang	 dikaji	
(Suyanto,	2022).	

	

	
1. Konseptualisasi	 dan	 Legalitas	

Perjanjian	Perkawinan		
Perjanjian	 perkawinan	 merupakan	

instrumen	 hukum	 yang	 memiliki	 posisi	
fundamental	 dalam	 sistem	 hukum	 keluarga	 di	
Indonesia	 karena	 berfungsi	 sebagai	 dasar	
pengaturan	 hubungan	 harta	 kekayaan	 antara	
suami	 dan	 istri,	 baik	 sebelum	maupun	 selama	
ikatan	 perkawinan	 berlangsung	 (Saputra	 dan	
Primantari,	 2025).	 Secara	 konseptual,	
perjanjian	perkawinan	atau	marital	 agreement	
adalah	 kesepakatan	 tertulis	 yang	 dibuat	 oleh	
calon	suami	istri	atau	oleh	pasangan	yang	telah	
melangsungkan	 perkawinan,	 dengan	 tujuan	
mengatur	 berbagai	 akibat	 hukum	 dari	
perkawinan,	khususnya	yang	berkaitan	dengan	
status,	 kepemilikan,	 pengelolaan,	 pemisahan,	
serta	 pertanggungjawaban	 terhadap	 harta	
kekayaan	 yang	 ada	 dalam	 dan	 selama	
perkawinan	berlangsung	(Subekti,	2010).	

Dalam	 perspektif	 hukum	 perdata,	
perjanjian	 ini	 merupakan	 wujud	 dari	 asas	
kebebasan	 berkontrak	 yang	 memungkinkan	
para	 pihak	 menentukan	 sendiri	 pengaturan	
yang	dikehendaki	sepanjang	tidak	bertentangan	
dengan	ketentuan	perundang-undangan,	norma	
kesusilaan,	 dan	 ketertiban	 umum	 (Martiana,	
2024).	 Ketentuan	 umum	 mengenai	 perjanjian	
sebagaimana	 termuat	 dalam	 Pasal	 1338	
KUHPerdata	 mengukuhkan	 bahwa	 semua	
perjanjian	 yang	 dibuat	 secara	 sah	 berlaku	
sebagai	 undang-undang	 bagi	 mereka	 yang	
membuatnya,	 sehingga	memberikan	 legitimasi	
penuh	 terhadap	 keberlakuan	 perjanjian	
perkawinan	sebagai	hukum	yang	mengikat	bagi	
pasangan	suami	istri.	

Dalam	 konstruksi	 hukum	 keluarga	
Indonesia,	 perjanjian	 perkawinan	 memiliki	
peran	 sentral	 sebagai	 pengecualian	 terhadap	
rezim	 harta	 bersama	 (joint	 property)	 yang	
secara	default	melekat	pada	setiap	perkawinan	
berdasarkan	 UU	 Perkawinan	 dan	 Kompilasi	

METODE	

TEMUAN	DAN	PEMBAHASAN	
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Hukum	 Islam	 (KHI)	 (Lestari,	 2024).	 Secara	
normatif,	 UU	 Perkawinan	 mengatur	 bahwa	
sejak	terjadinya	perkawinan,	harta	benda	yang	
diperoleh	 selama	 perkawinan	 menjadi	 harta	
bersama	 kecuali	 ditentukan	 lain	 dalam	
perjanjian	 perkawinan	 (Evi,	 2016).	 Artinya,	
keberadaan	 perjanjian	 perkawinan	 menjadi	
mekanisme	 legal	 untuk	 menyimpang	 dari	
ketentuan	default	tersebut	dengan	memberikan	
ruang	bagi	suami	dan	istri	untuk	menata	ulang	
struktur	 harta	 mereka	 sesuai	 kebutuhan	 dan	
keadaan.	 Kehadiran	 perjanjian	 ini	 memiliki	
relevansi	 yang	 semakin	 besar	 dalam	
perkembangan	 masyarakat	 modern	 yang	
ditandai	 meningkatnya	 aktivitas	 ekonomi	
pasangan,	 kompleksitas	 kepemilikan	 harta,	
serta	 risiko	 ekonomi	 rumah	 tangga	 seperti	
utang	 usaha,	 kepailitan,	 dan	
pertanggungjawaban	 hukum	 terhadap	 pihak	
ketiga.	

Dalam	praktiknya,	perjanjian	perkawinan	
terbagi	ke	dalam	dua	bentuk	utama	berdasarkan	
waktu	pembuatannya,	yaitu	perjanjian	sebelum	
perkawinan	 dan	 perjanjian	 selama	 masa	
perkawinan.	 Perjanjian	 pranikah	 merupakan	
bentuk	 perjanjian	 yang	 secara	 historis	 diakui	
sejak	awal	berlakunya	UU	Perkawinan	(Hidayah	
dan	Muhiddin,	2023).	Perjanjian	ini	dibuat	oleh	
calon	 suami	 istri	 sebelum	 perkawinan	
dilangsungkan	 atau	 pada	 saat	 akad	 nikah	 dan	
harus	 disahkan	 oleh	 Pegawai	 Pencatat	 Nikah	
(Burhanudin,	 2019).	 Perjanjian	 jenis	 ini	 pada	
umumnya	 digunakan	 untuk	 mengatur	
pemisahan	 harta,	 menghindari	 peleburan	 aset	
pribadi	 ke	 dalam	 harta	 bersama,	 melindungi	
aset	 usaha,	 menjaga	 keberlanjutan	 bisnis	
keluarga,	 atau	 mengatur	 hak	 anak	 dari	
perkawinan	sebelumnya.	Kebanyakan	pasangan	
yang	telah	memiliki	harta	bawaan	dalam	jumlah	
besar,	memiliki	bisnis,	atau	berada	pada	situasi	
yang	 melibatkan	 kepentingan	 ekonomi	 yang	
luas	 lebih	 memilih	 membuat	 perjanjian	
pranikah	 karena	 memberikan	 kepastian	 sejak	
awal	 serta	 mencegah	 terjadinya	 konflik	 di	
kemudian	hari.	

Sementara	 itu,	 perjanjian	 pasca-nikah	
(postnuptial	 agreement)	 merupakan	
perkembangan	 baru	 dalam	 sistem	 hukum	
Indonesia	 yang	memperoleh	 legitimasi	 setelah	
keluarnya	 Putusan	MK	No.	 69/PUU-XIII/2015.	
Putusan	 tersebut	 menegaskan	 bahwa	
pembatasan	perjanjian	perkawinan	hanya	dapat	
dibuat	 sebelum	 perkawinan,	 sebagaimana	
diatur	 dalam	 Pasal	 29	 UU	 Perkawinan,	

bertentangan	 dengan	 prinsip	 konstitusional	
tentang	 kebebasan	 berkontrak,	 hak	 atas	
kepastian	hukum	yang	adil,	dan	penghormatan	
terhadap	hak	milik	pribadi	sebagaimana	dijamin	
oleh	Pasal	28D	ayat	(1)	dan	Pasal	28H	ayat	(4)	
UUD	 NRI	 1945.	 Dengan	 demikian,	 pasangan	
yang	 telah	 menikah	 diperbolehkan	 membuat	
perjanjian	 perkawinan	 kapan	 saja	 selama	
perkawinan	 berlangsung,	 asalkan	 tidak	
merugikan	pihak	ketiga.	Kehadiran	postnuptial	
agreement	 menjawab	 kebutuhan	 masyarakat	
modern	 yang	 sering	 kali	 baru	 merasakan	
urgensi	 pengaturan	 harta	 setelah	 menjalani	
perkawinan,	 misalnya	 ketika	 terdapat	 risiko	
usaha,	 kebutuhan	 pemisahan	 tanggung	 jawab	
utang,	 penataan	 ulang	 kepemilikan	 aset	 untuk	
kepentingan	bisnis,	atau	ketika	suami	dan	 istri	
berada	 dalam	 perkawinan	 campuran	 yang	
memerlukan	 pemisahan	 harta	 untuk	
memperoleh	hak	atas	tanah.	

Meskipun	 perjanjian	 perkawinan	
memiliki	 fleksibilitas	 dalam	 mengatur	 isi	
perjanjian,	 substansi	 yang	 dapat	 dimuat	 tetap	
harus	 berada	 dalam	 koridor	 hukum.	 Pada	
umumnya,	 perjanjian	 perkawinan	 memuat	
pengaturan	mengenai	pemisahan	harta	bawaan	
dan	harta	pencaharian,	pengelolaan	pendapatan	
suami	 dan	 istri,	 mekanisme	 kepemilikan	 dan	
pengelolaan	 aset	 produktif,	
pertanggungjawaban	 utang	 sebelum	 maupun	
selama	perkawinan,	pengaturan	bisnis	keluarga,	
serta	 ketentuan	 dalam	 hal	 terjadinya	
perceraian,	 termasuk	 pembagian	 harta	 dan	
nafkah	 (Sandra,	 2024).	 Selain	 itu,	 beberapa	
pasangan	juga	memasukkan	klausul	pewarisan	
dan	 hibah,	 khususnya	 terkait	 penetapan	 ahli	
waris	 tertentu	 atau	 pengalihan	 aset	 tertentu	
kepada	 pihak	 tertentu,	 selama	 tidak	
bertentangan	 dengan	 hukum	 waris	 yang	
berlaku.	

Dalam	 tataran	 teknis,	 perjanjian	
perkawinan	 harus	 memenuhi	 syarat	 sahnya	
perjanjian	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Pasal	
1320	 KUHPerdata,	 yaitu	 adanya	 kesepakatan	
para	pihak,	kecakapan	para	pihak,	 suatu	objek	
tertentu,	dan	sebab	yang	halal	(Syamsiah,	2021).	
Perjanjian	 ini	 juga	harus	dibuat	 secara	 tertulis	
dalam	bentuk	 akta	notaris	 agar	berkedudukan	
sebagai	 akta	 otentik	 yang	 memiliki	 kekuatan	
pembuktian	 sempurna.	 Setelah	 dibuat,	
perjanjian	 perkawinan	 selanjutnya	 harus	
didaftarkan	 ke	 kantor	 pencatatan	 perkawinan	
(KUA	 bagi	 yang	 beragama	 Islam	 atau	
Disdukcapil	bagi	non-Muslim)	agar	mempunyai	
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kekuatan	 mengikat	 kepada	 pihak	 ketiga.	
Pencatatan	 ini	 menjadi	 penting	 khususnya	
ketika	 terjadi	 sengketa	 dengan	 kreditor	 atau	
polemik	mengenai	tanggung	jawab	hukum	atas	
harta	yang	dipisahkan.	

Keberlakuan	perjanjian	perkawinan	tidak	
hanya	 mengikat	 kepada	 suami	 istri	 yang	
membuatnya,	 tetapi	 juga	 memiliki	 implikasi	
eksternal	 terhadap	 pihak	 ketiga,	 khususnya	
dalam	 konteks	 hubungan	 perdata	 dengan	
kreditor	 atau	 hubungan	 bisnis	 (Dwinopianti,	
2017).	 Dengan	 adanya	 perjanjian	 pemisahan	
harta,	 misalnya,	 kreditor	 tidak	 dapat	 menagih	
harta	 pasangan	 yang	 tidak	 terlibat	 dalam	
perikatan	 utang.	 Dalam	 situasi	 ini,	 perjanjian	
perkawinan	 berfungsi	 sebagai	 mekanisme	
protektif	yang	melindungi	salah	satu	pasangan	
dari	risiko	hukum	yang	timbul	akibat	tindakan	
ekonomi	 pasangannya.	 Secara	 keseluruhan,	
perjanjian	 perkawinan	 tidak	 hanya	 menjadi	
instrumen	 privat	 yang	 sifatnya	 mengatur	
hubungan	 internal	 suami	 istri,	 tetapi	 juga	
menjadi	 bagian	 penting	 dari	 tertib	 hukum	
masyarakat	 yang	 berkaitan	 dengan	 kepastian	
dalam	 hubungan	 bisnis,	 perlindungan	 pihak	
ketiga,	dan	pencegahan	sengketa	(Naufal,	2023).	
Perkembangan	 jurisprudensi	 melalui	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 semakin	 mempertegas	
peran	perjanjian	perkawinan	sebagai	instrumen	
modern	 dalam	 hukum	 keluarga	 yang	 adaptif	
terhadap	 dinamika	 sosial	 dan	 ekonomi	
masyarakat.	

Penerapan	 postnuptial	 agreement	 di	
Indonesia	tidak	dapat	dilepaskan	dari	dinamika	
pembangunan	 hukum	 atau	 ius	 constituendum,	
yaitu	 konsepsi	 mengenai	 hukum	 yang	 dicita-
citakan	 oleh	 masyarakat	 untuk	 masa	 depan.	
Dalam	 konteks	 hukum	 keluarga,	 pengakuan	
legalitas	 perjanjian	 perkawinan	 yang	 dibuat	
setelah	 perkawinan	 berlangsung	 sebagaimana	
ditegaskan	 oleh	 Putusan	 MK	 No.	 69/PUU-
XIII/2015	 merupakan	 salah	 satu	 lompatan	
penting	 dalam	 reformasi	 hukum	 nasional	
(Maulida,	2023).	Putusan	tersebut	bukan	hanya	
mengubah	 interpretasi	 normatif	 terhadap	
ketentuan	 Pasal	 29	 Undang-Undang	 Nomor	 1	
Tahun	 1974	 tentang	 Perkawinan	 sebagaimana	
telah	diubah	dengan	Undang-Undang	Nomor	16	
Tahun	 2019,	 melainkan	 juga	 menjadi	 wujud	
konkret	bagaimana	hukum	berkembang	secara	
responsif	 terhadap	kebutuhan	sosial,	 ekonomi,	
dan	perlindungan	hak-hak	konstitusional	warga	
negara.	

Lebih	 jauh,	 penerapan	 postnuptial	

agreement	 mendukung	 pembangunan	 hukum	
yang	berorientasi	pada	efisiensi	ekonomi.	Teori	
economic	 analysis	 of	 law	 menyatakan	 bahwa	
hukum	 harus	 mampu	 mengurangi	 biaya	
transaksi	 dan	 menciptakan	 kepastian	 bagi	
pihak-pihak	yang	melakukan	hubungan	hukum	
(Martinelli	 et	 al.	 2023).	 Fleksibilitas	 dalam	
pembuatan	 perjanjian	 pasca	 nikah	
memungkinkan	pasangan	menghindari	potensi	
sengketa	harta,	baik	antara	suami-istri	maupun	
antara	 pasangan	 dengan	 pihak	 ketiga	 seperti	
kreditur,	 investor,	 dan	 lembaga	 keuangan.	
Dengan	demikian,	rezim	perjanjian	perkawinan	
yang	 adaptif	 bukan	 hanya	 berdampak	 pada	
perlindungan	 individu,	 tetapi	 juga	 pada	
stabilitas	transaksi	ekonomi	secara	lebih	luas.	

Pembangunan	hukum	yang	dicita-citakan	
(ius	constituendum)	tidak	dapat	dilepaskan	dari	
asas-asas	 umum	 hukum	 yang	 berkeadilan	
(Sulistiowati	 dan	 Ismail,	 2023).	 Pengakuan	
terhadap	 postnuptial	 agreement	 juga	 sejalan	
dengan	 asas	 kebebasan	 berkontrak	
sebagaimana	 diatur	 dalam	 Pasal	 1338	 KUH	
Perdata,	 yang	 menekankan	 bahwa	 semua	
perjanjian	yang	dibuat	secara	sah	mengikat	para	
pihak	layaknya	undang-undang.		Dari	perspektif	
politik	 hukum	 (legal	 policy),	 Putusan	 MK	
69/PUU-XIII/2015	 mencerminkan	 arah	
kebijakan	 legislasi	 Indonesia	 menuju	 sistem	
hukum	 keluarga	 yang	 lebih	 modern,	 lebih	
melindungi	 hak	 individu,	 dan	 menempatkan	
otonomi	 keluarga	 sebagai	 subjek	 hukum	 yang	
mampu	mengatur	dirinya	sendiri	dalam	batas-
batas	 hukum.	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 gagasan	
bahwa	sistem	hukum	yang	 ideal	adalah	sistem	
yang	 mampu	 mengakomodasi	 pluralitas	
kebutuhan	 masyarakat,	 tanpa	 terjebak	 dalam	
formalitas	 yang	 berlebihan	 (Kemala	 Dewi,	
2025).	 Dalam	 konteks	 pembangunan	 hukum	
nasional,	 hal	 ini	 menandai	 penguatan	
paradigma	 hukum	 responsif	 yang	
menempatkan	 masyarakat	 sebagai	 pusat	
pembentukan	dan	implementasi	hukum	

2. Asas	 Hukum	 dalam	 Perjanjian	
Perkawinan	

Perjanjian	perkawinan	sebagai	instrumen	
hukum	 yang	 mengatur	 hubungan	 harta	
kekayaan	dalam	suatu	perkawinan	tidak	dapat	
dilepaskan	 dari	 asas-asas	 fundamental	 dalam	
hukum	 perjanjian	 yang	 membentuk	 landasan	
keberlakuan,	 keabsahan,	 dan	 pelaksanaan	
perjanjian	 tersebut	 (Desviastanti,	 2010).	
Meskipun	 perjanjian	 perkawinan	 ditempatkan	
dalam	 ranah	 hukum	 keluarga	 yang	 memiliki	
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karakteristik	 tersendiri	 sebagai	 hukum	 privat	
yang	 bercorak	 personal,	 namun	 struktur	
normatif	 dan	 mekanisme	 pengikatannya	 tetap	
tunduk	 pada	 rezim	 hukum	 perjanjian	
sebagaimana	diatur	dalam	KUHPerdata.	Hal	ini	
disebabkan	karena	perjanjian	perkawinan	pada	
hakikatnya	 tidak	 lain	 merupakan	 manifestasi	
dari	 kehendak	 bebas	 para	 pihak	 yakni	 suami	
dan	istri	dalam	menentukan	sendiri	pengaturan	
harta	 kekayaan	 perkawinan,	 baik	 yang	
diperoleh	sebelum	maupun	selama	perkawinan	
berlangsung	 (Masri	 dan	 Wahyuni,	 2021).	
Sebagai	 suatu	 bentuk	 kesepakatan,	 perjanjian	
perkawinan	harus	dibaca	dalam	kerangka	asas-
asas	 hukum	 perjanjian,	 khususnya	 asas	
kebebasan	 berkontrak,	 asas	 konsensualisme,	
serta	asas	kepatutan	dan	keadilan,	yang	masing-
masing	tidak	hanya	berfungsi	sebagai	pedoman	
dalam	 pembentukan	 perjanjian	 tetapi	 juga	
sebagai	 alat	 ukur	 untuk	 menilai	 keabsahan,	
keadilan,	 serta	 keterikatan	 hukum	 dari	 isi	
perjanjian	yang	dibuat.	

Asas	 kebebasan	 berkontrak	 (freedom	 of	
contract),	yang	juga	dikenal	sebagai	pacta	sunt	
servanda,	 merupakan	 asas	 utama	 yang	
mengatur	bahwa	para	pihak	bebas	menentukan	
isi,	 bentuk,	 dan	 objek	 perjanjian	 selama	
perjanjian	 tersebut	 tidak	bertentangan	dengan	
hukum,	 kesusilaan,	 maupun	 ketertiban	 umum	
(Rusli,	2015).	Asas	 ini	 termuat	secara	eksplisit	
dalam	 Pasal	 1338	 ayat	 (1)	 KUHPerdata	 yang	
menyatakan	 bahwa	 segala	 perjanjian	 yang	
dibuat	 secara	 sah	 berlaku	 sebagai	 undang-
undang	 bagi	 mereka	 yang	 membuatnya.	
Pernyataan	 normatif	 tersebut	 menegaskan	
bahwa	para	pihak	diberikan	keleluasaan	seluas	
mungkin	untuk	mengatur	sendiri	akibat	hukum	
dari	 hubungan	 mereka	 tanpa	 harus	 terikat	
sepenuhnya	 pada	 ketentuan	 default	 dalam	
undang-undang.	

Dalam	 konteks	 perjanjian	 perkawinan,	
asas	 kebebasan	 berkontrak	 memfasilitasi	
pasangan	 untuk	 menentukan	 sistem	 harta	
kekayaan	 yang	 mereka	 kehendaki,	 misalnya	
memilih	untuk	memisahkan	harta	secara	penuh,	
memisahkan	 sebagian	 harta	 tertentu,	 atau	
bahkan	mengatur	mekanisme	pembagian	hasil	
usaha	 secara	 proporsional	 berdasarkan	
kontribusi	 masing-masing	 (Fatnisary,	 2021).	
Ruang	 fleksibilitas	 ini	 menjadi	 penting	
mengingat	 kondisi	 ekonomi	 dan	 bentuk	
kepemilikan	 aset	 pasangan	 sangat	 bervariasi	
dan	 tidak	 dapat	 diseragamkan.	 Walaupun	
demikian,	kebebasan	berkontrak	 tidak	bersifat	

absolut.	 Ia	 dibatasi	 oleh	 norma	 hukum	publik,	
kesusilaan,	 serta	 ketertiban	 umum.	 Pada	
wilayah	 hukum	 keluarga,	 batasan	 tersebut	
bahkan	 menjadi	 semakin	 tajam	 karena	
pengaturan	harta	kekayaan	dalam	perkawinan	
tidak	hanya	mempengaruhi	 hubungan	 internal	
suami	 istri,	 tetapi	 juga	 membawa	 implikasi	
terhadap	 pihak	 ketiga	 seperti	 anak,	 kreditor,	
dan	 masyarakat	 luas	 (Fatnisary,	 2021).	 Oleh	
sebab	 itu,	 perjanjian	 perkawinan	 tidak	 boleh	
memuat	klausul	yang	menghilangkan	kewajiban	
suami	 dalam	 memberikan	 nafkah,	
menghilangkan	 hak	 istri	 atas	 perlindungan	
hukum,	atau	merendahkan	martabat	salah	satu	
pihak	karena	hal	tersebut	bertentangan	dengan	
prinsip	 kesetaraan	 dalam	 perkawinan	
sebagaimana	ditegaskan	dalam	Undang-Undang	
Perkawinan	 dan	 Pasal	 27	 ayat	 (1)	 UUD	 NRI	
1945.²	 Dengan	 demikian,	 asas	 kebebasan	
berkontrak	dalam	perjanjian	perkawinan	harus	
dipahami	sebagai	kebebasan	yang	bertanggung	
jawab,	 yakni	 kebebasan	 yang	 tetap	 berada	
dalam	 koridor	 hukum	 positif	 dan	 nilai-nilai	
sosial	yang	melekat	dalam	institusi	perkawinan.	

Selanjutnya,	 asas	 konsensualisme	
menjadi	 asas	 yang	menentukan	 saat	 kelahiran	
suatu	 perjanjian,	 yaitu	 ketika	 telah	 tercapai	
kesepakatan	 antara	 para	 pihak	 mengenai	 hal-
hal	 pokok	 yang	 diperjanjikan	 .	 alam	 doktrin	
hukum	kontraktual,	asas	ini	menegaskan	bahwa	
perjanjian	 lahir	 dari	 adanya	 pertemuan	
kehendak	(meeting	of	minds)	antara	para	pihak	
yang	melakukan	perikatan	(Sinaga,	2018).	Pada	
perjanjian	 perkawinan,	 asas	 ini	 memiliki	 arti	
penting	 karena	 memastikan	 bahwa	 perjanjian	
tersebut	 dibuat	 atas	 dasar	 persetujuan	 bebas	
tanpa	 tekanan,	 paksaan,	 maupun	
penyalahgunaan	 keadaan	 (misbruik	 van	
omstandigheden)	 (Silalahi	 et	 al.	 2025).	
Kesepakatan	yang	bebas	 ini	merupakan	 syarat	
sah	menurut	Pasal	1320	KUHPerdata,	dan	setiap	
pelanggaran	 terhadap	 asas	 ini,	 seperti	 adanya	
paksaan	atau	tipu	muslihat,	dapat	menyebabkan	
perjanjian	tersebut	dapat	dibatalkan.	

Asas	konsensualisme	juga	mencerminkan	
kedudukan	setara	antara	suami	dan	istri	dalam	
menentukan	 isi	 perjanjian,	 sehingga	 tidak	
dibenarkan	 adanya	 klausul-klausul	 yang	
dipaksakan	 oleh	 salah	 satu	 pihak	 atau	
keuntungan	 yang	 bersifat	 sangat	 timpang	
(Ramadhani,	 2022).	 Dalam	 praktik,	 beberapa	
pasangan	 sering	 kali	 membuat	 perjanjian	
perkawinan	 atas	 dasar	 keinginan	 salah	 satu	
pihak	yang	memiliki	kedudukan	ekonomi	lebih	
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kuat,	 misalnya	 calon	 suami	 yang	 ingin	
melindungi	 aset	 bisnisnya	 dari	 risiko	
perceraian.	 Meskipun	 secara	 hukum	 hal	
tersebut	dimungkinkan,	namun	secara	doktrinal	
perjanjian	 tersebut	 harus	 tetap	 mengandung	
kesepakatan	yang	jujur,	rasional,	dan	bebas.	Jika	
terdapat	 indikasi	 ketidakseimbangan	
kekuasaan	 (inequality	 of	 bargaining	 power),	
notaris	 sebagai	 pejabat	 umum	 memiliki	
kewajiban	etik	untuk	memastikan	bahwa	kedua	
pihak	 memahami	 isi	 perjanjian	 serta	
konsekuensinya	secara	penuh	(Abdillah,	2024).	
Asas	 ini	 menjadi	 semakin	 penting	 dalam	
konteks	 Indonesia	 karena	 perjanjian	
perkawinan	 sering	 kali	 diasosiasikan	 dengan	
ketidakpercayaan	 dalam	 hubungan	 rumah	
tangga,	sehingga	transparansi	dan	pemahaman	
yang	 memadai	 dari	 kedua	 pihak	 merupakan	
faktor	 kunci	 dalam	 memastikan	 validitas	 dan	
keberterimaan	sosial	dari	perjanjian	tersebut.	

Selain	kedua	asas	tersebut,	asas	kepatutan	
dan	 keadilan	 (equity	 and	 fairness)	 menjadi	
instrumen	 normatif	 yang	 menegaskan	 bahwa	
perjanjian	 perkawinan	 harus	 dibuat	
berdasarkan	itikad	baik	(good	faith)	serta	tidak	
boleh	 memuat	 ketentuan	 yang	 memberatkan	
atau	 merugikan	 salah	 satu	 pihak	 secara	 tidak	
proporsional	 (Sinaga,	 2018).	 Asas	 ini	memiliki	
dua	 fungsi	 sekaligus,	 yaitu	 sebagai	 asas	moral	
dan	 asas	 korektif.	 Sebagai	 asas	 moral,	 ia	
mengharuskan	para	pihak	menyusun	perjanjian	
dengan	 mempertimbangkan	 keseimbangan	
kepentingan	 masing-masing	 serta	 menjunjung	
tinggi	 prinsip	 kesetaraan	 dalam	 perkawinan.	
Sementara	 sebagai	 asas	 korektif,	 asas	 ini	
berfungsi	untuk	memberikan	dasar	bagi	hakim	
dalam	 melakukan	 penilaian	 terhadap	 klausa-
klausa	 dalam	 perjanjian	 yang	 dianggap	 tidak	
pantas	atau	tidak	adil.	

Dalam	 yurisprudensi	 internasional,	
pengadilan	di	banyak	negara	menganut	prinsip	
bahwa	 prenuptial	 agreement	 atau	 postnuptial	
agreement	 tidak	 boleh	 secara	 ekstrem	
merugikan	 salah	 satu	 pihak,	 terutama	 jika	
perjanjian	 tersebut	 berpotensi	 melanggar	
prinsip	 keadilan	 substantif	 dalam	perkawinan.	
Walaupun	 Indonesia	 belum	 secara	 eksplisit	
mengatur	 pemeriksaan	 materiil	 oleh	 hakim	
terhadap	 isi	 perjanjian	 perkawinan,	 namun	
doktrin	 kepatutan	 yang	 melekat	 dalam	 Pasal	
1339	 KUHPerdata	 dan	 asas	 hukum	 kepatutan	
yang	 bersifat	 universal	 memberikan	
kewenangan	 interpretatif	 kepada	hakim	untuk	
menilai	 apakah	 suatu	 klausul	 layak	

diberlakukan.	Klausul	yang	menghilangkan	hak	
nafkah,	 klausul	 yang	 memberikan	 kekuasaan	
absolut	 kepada	 salah	 satu	 pihak	 atas	 harta	
bersama,	 atau	 klausul	 yang	 mengabaikan	
kepentingan	 anak	 yang	 belum	 dewasa	 dapat	
dianggap	tidak	sesuai	dengan	prinsip	kepatutan	
dan	karenanya	dapat	dianulir.	

Asas	 kepatutan	 dan	 keadilan	 juga	
berkaitan	 erat	 dengan	 fungsi	 sosial	 dari	
perjanjian	 perkawinan	 sebagai	 mekanisme	
pencegahan	 sengketa	 (Suhayati	 et	 al.	 2025).	
Perjanjian	 yang	 dibuat	 secara	 tidak	 adil	 justru	
berpotensi	 menimbulkan	 konflik	 di	 kemudian	
hari,	baik	antar	pasangan	maupun	dengan	pihak	
ketiga	 seperti	 kreditor.	 Dalam	 konteks	 hukum	
harta	 perkawinan,	 ketidakadilan	 dalam	
pembagian	 tanggung	 jawab	 utang	 atau	
pembagian	hasil	usaha	dapat	berimplikasi	pada	
tanggung	 jawab	 hukum	 yang	 lebih	 luas,	
sehingga	 notaris,	 hakim,	 dan	 para	 akademisi	
hukum	menempatkan	 asas	 ini	 sebagai	 prinsip	
yang	tidak	boleh	diabaikan.	

Ketiga	 asas	 tersebut	 kebebasan	
berkontrak,	 konsensualisme,	 serta	 kepatutan	
dan	keadilan	secara	bersama-sama	membentuk	
struktur	normatif	yang	harus	menjadi	landasan	
dalam	 penyusunan	 perjanjian	 perkawinan.	
Tanpa	 asas-asas	 tersebut,	 perjanjian	
perkawinan	 berpotensi	 kehilangan	 legitimasi	
yuridis	 maupun	 moralnya.	 Asas	 kebebasan	
berkontrak	memberikan	ruang	fleksibilitas	bagi	
pasangan	 untuk	 mengatur	 harta	 kekayaan	
mereka	 secara	 mandiri;	 asas	 konsensualisme	
menjamin	 bahwa	 perjanjian	 lahir	 dari	
persetujuan	yang	bebas	dan	setara;	 sedangkan	
asas	kepatutan	dan	keadilan	memastikan	bahwa	
isi	 perjanjian	 tidak	bertentangan	dengan	nilai-
nilai	 keadilan	 substantif	 dalam	 perkawinan	
(Cikitha	Arviana,	2022).	

Ketiga	 asas	 ini	 tidak	 hanya	 berfungsi	
dalam	 tahap	 pembentukan	 perjanjian,	 tetapi	
juga	 ketika	 perjanjian	 tersebut	
diinterpretasikan	 dan	 dilaksanakan.	 Ketika	
terjadi	 sengketa,	 hakim	 tidak	 hanya	 akan	
melihat	 pada	 teks	 perjanjian,	 tetapi	 juga	 akan	
menilai	 apakah	 perjanjian	 tersebut	 dibentuk	
dan	 dilaksanakan	 dalam	 semangat	 asas-asas	
tersebut	 (Sinaga,	 2018).	 Bahkan	 Mahkamah	
Konstitusi	 dalam	 Putusan	 MK	 No.	 69/PUU-
XIII/2015	secara	implisit	mengakui	pentingnya	
asas-asas	 tersebut	 ketika	 menyatakan	 bahwa	
pembatasan	perjanjian	perkawinan	hanya	pada	
saat	sebelum	perkawinan	bertentangan	dengan	
hak	atas	kepastian	hukum	yang	adil	 serta	asas	



Fajriatul	Fuadi	
 

	
Madania:	Jurnal	Hukum	Pidana	dan	Ketatanegaraan	Islam.	Vol.15.	No.2.	Tahun	2025|	95	

 

kebebasan	 berkontrak.	 Putusan	 tersebut	
memperluas	 ruang	 pengaturan	 perjanjian	
perkawinan	 sehingga	 dapat	 dibuat	 kapan	 saja	
selama	 perkawinan	 berlangsung,	 sepanjang	
tidak	merugikan	pihak	ketiga.	Dengan	demikian,	
asas-asas	hukum	tersebut	tidak	hanya	memiliki	
fungsi	 privat,	 tetapi	 juga	 fungsi	 konstitusional	
dalam	menjamin	 terpenuhinya	 hak-hak	 warga	
negara.	

Pemahaman	 atas	 asas-asas	 hukum	 dalam	
perjanjian	perkawinan	menjadi	semakin	penting	
seiring	 dengan	 meningkatnya	 kompleksitas	
ekonomi	 rumah	 tangga,	pertumbuhan	pasangan	
dengan	 latar	 belakang	 ekonomi	 yang	 berbeda,	
serta	meningkatnya	kebutuhan	pasangan	dalam	
mengelola	 risiko	 hukum	 yang	 timbul	 dari	
kegiatan	usaha	maupun	tanggung	jawab	perdata	
lainnya.	 Dalam	 konteks	 perkawinan	 campuran	
(mixed	 marriage),	 asas	 kebebasan	 berkontrak	
membuka	ruang	bagi	pasangan	untuk	menyusun	
perjanjian	 pemisahan	 harta	 agar	 salah	 satu	
pasangan	 yang	 berstatus	 WNI	 tetap	 dapat	
memiliki	 hak	 atas	 tanah	 sesuai	 ketentuan	
pertanahan	nasional.	Dalam	kasus	pasangan	yang	
memiliki	 bisnis,	 asas	 kepatutan	 memastikan	
bahwa	perjanjian	tersebut	tidak	digunakan	untuk	
mengalihkan	risiko	secara	tidak	adil	kepada	salah	
satu	 pihak.	 Dalam	 hubungan	 keluarga	 modern	
yang	 semakin	 egaliter,	 asas	 konsensualisme	
mengafirmasi	kedudukan	suami	dan	istri	sebagai	
subjek	hukum	yang	setara.	
	

	
Perjanjian	Perkawinan	merupakan	sebuah	

instrumen	 hukum	 kontrak	 yang	 mengambil	
peran	 fundamental	 dalam	 tatanan	 hukum	
keluarga	 di	 Indonesia.	 Secara	 konseptual,	
perjanjian	 ini	 adalah	 kesepakatan	 tertulis	 yang	
dibuat	 oleh	 pasangan	 (sebelum	 atau	 selama	
perkawinan)	 dengan	 tujuan	 utama	 mengatur	
rezim	 harta	 kekayaan,	 yang	 secara	 efektif	
berfungsi	 sebagai	 pengecualian	 legal	 terhadap	
ketentuan	standar	(default)	harta	bersama	yang	
ditetapkan	oleh	Undang-Undang	Perkawinan.		

Landasan	yuridis	perjanjian	 ini	 bersandar	
kuat	 pada	 asas	 kebebasan	 berkontrak	 (Pasal	
1338	 KUHPerdata),	 yang	 memberikan	 otonomi	
penuh	kepada	suami	dan	istri	untuk	merumuskan	
sendiri	pengaturan	harta	mereka.	Kebebasan	ini	
diperluas	 secara	 signifikan	 melalui	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 No.	 69/PUU-XIII/2015,	

yang	melegitimasi	 perjanjian	 dibuat	 kapan	 saja	
(Perjanjian	 Pascanikah),	 tidak	 terbatas	 pada	
sebelum	perkawinan	(Perjanjian	Pranikah)	saja,	
selama	tidak	merugikan	pihak	ketiga.	

Dalam	 pembuatannya,	 perjanjian	
perkawinan	 wajib	 memenuhi	 syarat	 sahnya	
perjanjian,	 dibuat	 dalam	 bentuk	 akta	 otentik	
notaris,	 dan	 harus	 didaftarkan	 pada	 lembaga	
pencatatan	 sipil	 atau	 keagamaan	
(KUA/Disdukcapil).	 Kewajiban	 pendaftaran	 ini	
sangat	 krusial	 karena	 memberikan	 kekuatan	
mengikat	 eksternal,	 terutama	 sebagai	
perlindungan	 hukum	 terhadap	 salah	 satu	
pasangan	dari	risiko	utang	atau	tanggung	jawab	
perdata	pasangannya	kepada	kreditur	atau	pihak	
ketiga.	

Secara	 normatif,	 keberlakuan	 dan	
substansi	 perjanjian	 perkawinan	 sangat	
dipengaruhi	 dan	 dibatasi	 oleh	 tiga	 asas	 hukum	
kontrak	 fundamental	 yang	 bekerja	 secara	
simultan:	 Asas	 Kebebasan	 Berkontrak	
memberikan	 otonomi	 dan	 fleksibilitas	 kepada	
suami	 istri	 untuk	 menentukan	 sendiri	 sistem	
harta	 kekayaan	 (pemisahan	 atau	 pembagian),	
namun	 kebebasan	 ini	 tidaklah	 absolut	 karena	
tetap	harus	tunduk	pada	batasan	hukum	publik,	
kesusilaan,	 serta	 ketertiban	 umum;	 kemudian,	
Asas	 Konsensualisme	 menjamin	 bahwa	
perjanjian	 tersebut	 lahir	 dari	 persetujuan	 yang	
bebas	dan	kesetaraan	penuh	antara	kedua	belah	
pihak	 tanpa	 adanya	 unsur	 paksaan	 atau	
penyalahgunaan	keadaan,	 sehingga	memastikan	
validitas	 yuridis	 perjanjian;	 sementara	 itu,	 Asas	
Kepatutan	dan	Keadilan	berfungsi	 sebagai	 filter	
moral	 dan	 korektif	 yang	 mengharuskan	
perjanjian	dibuat	atas	dasar	itikad	baik	dan	tidak	
boleh	memuat	klausul	yang	secara	ekstrem	dan	
tidak	proporsional	menghilangkan	hak-hak	dasar	
(seperti	nafkah)	atau	merugikan	salah	satu	pihak,	
memberikan	 landasan	 bagi	 hakim	 untuk	
meninjau	keadilan	substantif	dari	isi	perjanjian.	
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